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Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan selama 50 hari di Kementerian 

Pariwisata, khususnya Subbagian Keuangan Sekretariat Deputi Pengembangan 

Pemasaran Pariwisata Mancanegara. Selama pelaksanaan PKL, Praktikan 

mendapatkan beberapa perkerjaan yang harus diselesaikan, diantaranya menginput 

uang makan di aplikasi GPP, menginput dokumen pencairan dana, memroses 

dokumen pencairan dana, membuat surat pengantar SPM, dan mengarsipkan SP2D. 

Setelah pelaksanaan PKL usai, Praktikan lebih memahami tentang proses 

penggunaan APBN di Instansi Pemerintahan serta proses dibelakangnya. Selain itu, 

Praktikan juga mendapatkan gambaran tentang pelaksanaan kerja secara nyata. 

Kata Kunci: Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Mancanegara, 

input uang makan, pencairan dana, SPM, SP2D. 
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1. Kedua orang tua dan keluarga, atas segala doa yang telah 
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3. Ibu Marsellisa Nindito, selaku dosen pembimbing atas arahan dan 

dukungannya selama proses penulisan laporan PKL; 

4. Bapak Budi Susilo, selaku Kepala Bidang Perencanaan dan 

Keuangan Deputi Bidang P3M dan Ibu Wiwik Indrawati, selaku 

Kepala Sub Bidang Keuangan Deputi Bidang P3M; 

5. Seluruh Staf Setditjen Pemasaran Pariwisata, atas seluruh ilmu 

yang telah diberikan selama PKL; 

6. Seluruh sahabat yang selalu mendorong dan memberikan 

semangat tiada henti selama proses PKL dan penyusunan laporan 

PKL. 

        Praktikan sadar bahwa dalam proses penulisannya, laporan ini 

mengandung kekurangan karena keterbatasan ilmu yang Praktikan miliki. 

Oleh karenanya, Praktikan mengharapkan kritik yang membangun dari 

pembaca demi perbaikan di masa mendatang. Semoga laporan ini dapat 

memberikan manfaat dan berdampak positif terhadap masyarakat 

umumnya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang PKL 

Semakin banyaknya lulusan yang berasal dari berbagai perguruan 

tinggi baik negeri maupun swasta membuat dunia kerja dewasa ini semakin 

dinamis. Dengan demikian, perguruan tinggi, sebagai perantara calon lulusan 

akan berusaha untuk memberikan pembekalan yang sebaik-baiknya agar 

lulusannya dapat berkompetisi dengan lulusan dari berbagai perguruan tinggi. 

Salah satu cara untuk menunjukkan keadaan dunia kerja yang 

sebenarnya kepada calon lulusan adalah dengan melaksanakan Praktik Kerja 

Lapangan (PKL). Selama pelaksanaan PKL, Praktikan akan mendapatkan 

kesempatan untuk dapat mengaplikasikan ilmu yang telah didapat pada saat 

perkuliaan serta meningkatan softskill dan kemampuan berinteraksi dalam 

dunia kerja. 

Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 

Jakarta mengadakan PKL yang harus diikuti oleh seluruh mahasiswanya. 

Pelaksanaan PKL merupakan salah satu prasyarat kelulusan mahasiswa FE 

UNJ dengan bobot 2 SKS. Pelaksanaan PKL oleh mahasiswa diharapkan 

dapat mengasah kemampuan mahasiswa dalam berinteraksi dengan orang 



2 
 

lain, tanggap dalam  menghadapi sebuah  permasalahan, serta menambah 

wawasan mahasiswa. 

Praktikan melaksanakan PKL di instansi Pemerintahan karena ingin 

mengetahui lebih luas mengenai akuntansi di dunia pemerintahan. Praktikan 

ditempatkan di Sub Bidang Keuangan Sekretariat Deputi Bidang 

Pengembangan Pemasaran Pariwisata Mancanegara Kementerian Pariwisata 

Republik Indonesia. 

 

B. Maksud dan Tujuan PKL 

1. Maksud PKL 

A. Menyelesaikan mata kuliah PKL dan persyaratan kelulusan Program 

Studi SI Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta; 

B. Menggambarkan keadaan dunia kerja yang sebenarnya; dan 

C. Menciptakan rasa professional, melatih rasa tanggung jawa, dan 

menumbuhkan keahlian dalam diri sejak dini. 

 

2. Tujuan PKL 

A. Meningkatkan wawasan pengetahuan, kemampuan, pengalaman, dan 

keteramilan mahasiswa; 

B. Sarana pengaplikasian ilmu bagi mahasiswa yang teorinya sudah 

diterima di kampus; 
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C. Mengarahkan mahasiswa untuk memiliki pemikiran terbuka dalam 

menghadapi suatu masalah dan menemukan pemecahannya; dan 

D. Memberikan pengalaman bagi mahasiswa untuk bisa menjadi tenaga 

kerja yang kompetitif dalam bersaing di dunia kerja. 

 

C. Kegunaan PKL 

Dalam pelaksanaanya, PKL tidak hanya memberikan manfaat bagi 

mahasiswa. Manfaat pelaksanaan PKL juga data dirasakan oleh perusahaan 

dan perguruan tinggi. 

1. Bagi Mahasiswa (Praktikan) 

a. Sarana pembanding ilmu yang dimiliki mahasiswa dan ilmu 

yang diterapkan di dunia kerja; 

b. Sarana untuk mengetahui kondisi nyata dunia kerja serta 

dinamikanya; 

c. Sarana belajar rasa tanggung jawab mahasiswa dalam 

melaksanakan kerja di dunia nyata; dan 

d. Menambah wawasan dan pengalaman di dunia kerja sehingga 

memiliki keterampilan lebih untuk memasuki dunia kerja. 
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2. Bagi Perusahaan 

a. Perusahaan terbantu dalam menyelesaikan tugas-tugas 

operasionalnya;; 

b. Membuka wawasan baru terkait ilmu yang diaplikasikan dalam 

perusahaan; dan 

c. Menumbuhkan kerja sama yang saling menguntungkan bagi 

kedua belah pihak. 

 

3. Bagi Perguruan Tinggi 

a. Membina relasi yang lebih baik antara perguruan tinggi dengan 

instansi terkait; 

b. Membangun kerja sama antara dunia pendidikan dengan dunia 

kerja agar lulusan perguruan tinggi lebih dikenal oleh dunia 

kerja; 

c. Sarana untuk mempersiapkan lulusan yang siap terjun ke dunia 

kerja; dan 

d. Sarana untuk memperbaiki program pendidikan dalam upaya 

menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan 

perusahaan/lembaga. 
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D. Tempat PKL 

Praktikan melaksanakan PKL di kementerian yang membidangi 

urusan pariwisata. Praktikan ditempatkan pada: 

Nama Perusahaan : Kementerian Pariwisata Republik Indonesia 

Sub Bagian Keuangan Deputi Bidang Perencanaan 

Pemasaran  Pariwisata Mancanegara 

Alamat   : Gedung Sapta Pesona 

       Jalan Medan Merdeka Barat No.17  

      Jakarta Pusat 10110 

Telepon  : 021-3838899 

Faximile  : 021-3849715 

Website  : www.kemenpar.go.id 

Praktikan memilih Kementerian Pariwisata sebagai tempat 

pelaksanaan PKL karena ingin mengetahui lebih jauh tentang keuangan di 

pemerintahan. Praktikan ditempatkan di Sub Bagian Keuangan Sekretariat 

Deputi Bidang Perencanaan Pemasaran Pariwisata Mancanegara. 

 

E. Jadwal dan Waktu PKL 

1. Tahap Persiapan 

Pada tahap persiapan PKL, Praktikan mulai dengan mengurus surat 

pengantar ke Gedung R dan BAAK. Kemudian Praktikan mengajukan 

surat lamaran PKL ke Badan Kepegawaian Deputi Bidang Pengembangan 

Pemasaran Pariwisata Mancanegara Kementerian Pariwisata RI. Setelah 

surat diterima, Praktikan kemudian menerima pemberitahuan untuk 

melaksanakan wawancara. Praktikan diharuskan melengkapi berkas 

berupa Curriculum Vitae, fotocopy Kartu Tanda Mahasiswa dan Kartu 

http://www.kemenpar.go.id/
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Tanda Penduduk, serta pas foto. Wawancara dilaksanakan pada Juni 

2016. Pada saat wawancara, Praktikan diinformasikan bahwa pelaksanaan 

PKL di lingkup Kementerian dilakukan tanpa balas jasa berupa materi 

dan ditanyakan kesediaannya terkait keadaan tersebut. Praktikan diterima 

PKL di Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata 

Mancanegara di bagian Perencanaan dan Keuangan. Subbagian tempat 

Praktikan melaksanakan PKL diberitahukan pada saat hari pertama 

Praktikan melaksanakan PKL. 

 

2. Tahap Pelaksanaan 

Pelaksanaan PKL di Kementerian Pariwisata dimulai pada 11 Juli 

2016 hingga 16 September 2016. Jam kerja Praktikan dimulai pada pukul 

7.30 hingga 16.00 dengan jam istirahat pada pukul 12.00 hingga 13.00 

pada hari Senin sampai Kamis. Sedangkan pada hari Jumat, jam kerja 

Praktikan dimulai pada pukul 07.30 hingga pukul 16.30 dengan jam 

istirahat pukul 12.00 hingga 13.30. Jam kerja ini tidak berlaku saat 

Praktikan melakukan tugas Dinas Luar Kota. 

 

3. Tahap Pelaporan 

Penulisan laporan ini dimulai setelah Praktikan menyelesaikan PKL. 

Laporan ini disusun dengan tujuan melengkapi persyaratan kelulusan mata 
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kuliah PKL serta Program Studi Strata I Akuntansi, Fakultas Ekonomi 

UNJ. 

      Praktikan memulainya dengan mengumpulkan data berupa berkas-

berkas yang dibutuhkan untuk menyusun dan menyempurkanan laporan 

PKL. Data tersebut kemudian diolah dan disusun menjadi sebuah laporan 

PKL. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TEMPAT PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

 

A. Sejarah Kementerian Pariwisata 

       Menurut UU No.10 Tahun 2009, Pariwisata adalah berbagai macam 

kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas dan layanan yang disediakan 

oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Landasan 

konstitusional utama bagi pembangunan kepariwisataan adalah pasal 32 dan 

pasal 33 ayat 3 UUD 1945. Berdasarkan isi UU diatas, maka hal tersebut 

merupakan upaya untuk mengembangkan dan memanfaatkan objek dan daya 

tarik wisata, yang kemudian terwujud sebagai kekayaan alam, keragaman flora 

dan fauna, kemajemukan tradisi dan seni budaya, serta peninggalan searah 

purbakala yang dimiliki oleh Indonesia. Kementerian Pariwisata sendiri telah 

mengalami banyak transformasi hingga mencapai wujudnya pada saat ini. 

       Konsentrasi pemerintah Indonesia terkait kepariwisataan telah dimulai sejak 

1946 dengan dibentuknya Badan Pusat Hotel Negara (BPHN). Pendirian BPHN 

ini kemudian dilandaskan oleh Maklumat Presiden No.1/H/47 pada 1 Juli 1947 

dan kemudian diubah namanya menjadi Badan Hotel Negara dan Turisme 

(BHNT). 
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        Konferensi Asia Afrika pada 1955 di Bandung menjadi batu loncatan bagi 

perkembangan kepariwisataan Indonesia. Pada saat itu, terbentuk Yayasan 

Turisme Indonesia (YTI) yang berfokus pada pembinaan dan pemngembangan 

industri pariwisata secara lebih efektif sehingga dapat menunjang perekonomian 

Indonesia. Pada musyawarahnya, YTI membentuk Dewan Turisme Indonesia 

(DTI) yang akan membantu dan mendampingi pemerintah untuk mengurus hal-

hal kepariwisataan. DTI kemudian sepakat untuk merubah kata turisme menjadi 

pariwisata dan berhasil meyakinkan Dewan Perancang Nasional (DAPERNAS) 

untuk memasukkan pariwisata ke dalam Pembangunan Semesta Berencana. 

Kemudian DTI berganti nama menjadi Dewan Pariwisata Republik Indonesia 

(DEPARI).  

       Departemen Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi (Depparpostel)  adalah 

cikal bakal berdirinya Kementerian Pariwisata yang saat ini dikenal luas oleh 

masyarakat. Depparpostel dibawah kepemimpinan Achmad Tahir (1983-1988), 

Soesilo Soedarman (1988-1993), dan Joop Ave (1993 – 1998) berdiri selama 15 

tahun, sebelum kemudian ranah pariwisata diambil alih oleh Departemen 

Pariwisata, Seni, dan Budaya (Depparsenbud). Departemen kedua kemudian 

berganti nama di tahun yang sama pendiriannya menjadi Kementerian Negara 

Pariwisata, Seni, dan Budaya (Kemenegparsenbud) hingga tahun 1999 hingga 

digantikan oleh Kementerian Negara Pariwisata, dan Kesenian (Kemengparsen) 

yang aktif sampai tahun 2001. Mulai tahun 2001, pengurus kepariwisataan 

Indonesia kembali berganti nama menjadi Kementerian Negara Kebudayaan, 
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dan Pariwisata (Kemenegbudpar) yang dipimpin oleh I Gde Ardika. 

Pengambilalihan kepariwisataan Indonesia kembali terjadi pada Oktober 2004 

dimana Kemenegbudpar digantikan oleh Departemen Kebudayaan, dan 

Pariwisata (Depbudpar) dibawah pimpinan Jero Wacik (Oktober 2004 – Oktober 

2009) dan M. Nuh (1 Oktober 2004 – 20 Oktober 2009) yang aktif hingga tahun 

2009 sebelum digantikan perannya oleh Kementerian Kebudayaan, dan 

Pariwisata (Kemenbudpar). Kemenbudpar menangani hal-hal yang berkaitan 

dengan budaya dan pariwisata dan dipimpin oleh Jero Wacik sejak tahun 2009 

hingga tahun 2011 sebelum keberadaannya diambil alih oleh Kementerian 

Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif yang aktif di masa pemerintahan Presiden 

Susilo Bambang Yudhoyono serta dipimpin oleh Mari Elka Pangestu sebagai 

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan aktif hingga 2014. Di masa 

kepemimpinan Presiden berikutnya, Joko Widodo, Kementerian Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif dipecah dan pariwisata di Indonesia sepenuhnya diurusi oleh 

Kementerian Pariwisata. 

       Kementerian Pariwisata yang dipimpin oleh Arief Yahya yang menjabat 

sebagai Menteri Pariwisata memiliki cita-cita untuk mendatangkan 12 juta 

wisatawan mancanegara selama tahun 2016. Mengusung tagline “Pesona 

Indonesia”, Kementerian Pariwisata menawarkan keberagaman budaya, 

keelokan alam, dan keanekaragaman kuliner dalam promosinya. Kementerian 

Pariwisata dalam upayanya mengembangkan pariwisata Indonesia ke 

mancanegara berusaha mengembangkan potensi-potensinya dalam tiga produk 
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utama, yaitu alam (bahari, ekologi, dan wisata petulangan), kebudayaan (wisata 

sejarah dan religi, kuliner, dan urban and countryside), serta wisata buatan 

manusia (MICE dan event, olahraga, dan Integrated Resort). 

       Kementerian Pariwisata memiliki visi yang dicanangkan oleh Presiden 

Republik Indonesia, Joko Widodo, yang tertuang dalam NAWACITA dan 

merupakan agenda prioritas keenam, yaitu Meningkatkan Produktivitas Rakyat 

Dan Meningkatkan Daya Saing Di Pasar Internasional Sehingga Bangsa 

Indonesia Dapat Maju Dan Bangkit Bersama Bangsa-Bangsa Asia Lainnya. 

       Dengan visi tersebut, Kementerian Pariwisata mengusung empat misi, yaitu: 

1. Mengembangkan destinasi pariwisata yang berdaya saing, berwawasan 

lingkungan dan budaya dalam meningkatkan pendapatan nasional, daerah 

dan mewujudkan masyarakat yang mandiri; 

2. Mengembangkan produk dan layanan industri pariwisata yang berdaya 

saing internasional, meningkatkan kemitraan usaha, dan bertanggung 

jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya; 

3. Mengembangkan pemasaran pariwisata secara sinergis, unggul, dan 

bertanggung jawab untuk meningkatkan perjalanan wisatawan nusantara 

dan kunjungan wisatawan mancanegara sehingga berdaya saing di pasar 

Internasional; dan 

4. Mengembangkan organisasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan 

masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional 

yang efektif dan efisien serta peningkatan kerjasama internasional dalam 
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rangka meningkatkan produktifitas pengembangan kepariwisataan dan 

mendorong terwujudnya pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan. 

       Kementerian Pariwisata sebagai organisasi yang membawa produk 

Indonesia ke ranah Nasional maupun Internasional memiliki logo dan wordmark 

yang khas. Wordmark Kementerian Pariwisata direpresentasikan oleh dua 

alternatif, “Pesona Indonesia” dan “Wonderful Indonesia”. Menurut petunjuk 

penggunaannya, wordmark “Pesona Indonesia” digunakan pada media domestik 

yang ditujukan kepada audiens domestik, sedangkan “Wonderful Indonesia” 

digunakan pada media internasional yang ditujukan kepada audiens 

internasional.  

       Wonderful atau Pesona Indonesia adalah janji pariwisata Indonesia kepada 

dunia. Kata “Wonderful” atau “Pesona” mengandung janji bahwa Indonesia kaya 

dengan ketakjuban, dari segala menusia maupun alamnya yang menjanjikan 

pengalaman baru yang menyenangkan. Pada logo, terdapat tulisan ”Indonesia” 

yang berwarna itam dan lebih besar daripada tulisan “Wonderful” atau “Pesona”. 

Hal ini mengedepankan dan memperkuat Indonesia diantara persaingan 

pariwisata internasional. 

       Logo direpresentasikan dengan lambang burung. Hewan burung dipilih 

karena burung yang suka berkelompok melambangkan hidup damai antar 

sesame di alam semesta. Burung juga merupakan satwa dengan populasi terbesar 

di Indonesia dan menjadi lambing bangsa. Rentangan sayap berarti keterbukaan, 
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hasrat untuk terbang jauh, melintas batas. Logo Kementerian Pariwisata dapat 

dilihat di Lampiran 2. 

       Lambang burung memiliki lima warna berbeda yang masing-masing 

warnanya mewakili makna sebagai berikut: 

1. Hijau  : Kreativitas, ramah kepada alam dan keselarasan; 

2. Ungu  : Daya imajinasi, keimanan, kesauan lahir dan batin; 

3. Jingga  : Inovasi, semangat pembaruan, dan keterbukaan; 

4. Biru  : Kesemestaan, kedamaian, dan keteguhan; dan 

5. Magenta : Keseimbangan, akal sehat, dan sifat praktis. 

 

B. Struktur Organisasi Kementerian Pariwisata 

       Dalam struktur organiasinya, Kementerian Pariwisata memiliki empat 

deputi yang dibawahi langsung oleh Menteri Pariwisata. Mereka adalah Deputi 

Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata, Deputi Bidang 

Pemasaran Pariwisata Mancanegara, Deputi Bidang Pemasaran Pariwisata 

Nusantara, dan Deputi Bidang Pengembangan Kelembagaan Pariwisata. selain 

itu, Menteri Pariwisata juga dibantu langsung oleh Sekretariat Kementerian dan 

Inspektorat. Struktur Organisasi Kementerian Pariwisata dapat dilihat di 

Lampiran 3.  

       Dalam pelaksanaan kerjanya, tiap-tiap satuan kerja memiliki tugas dan 

fungsi yang berbeda. 
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1. Inspektorat 

Inspektorat mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan 

intern di Kementerian seuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat 

menyelanggarakan fungsi: 

a. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan 

Kementerian; 

b. Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian 

terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evalusi, 

pemantauan, dan kegiatann pengawasan lainnya; 

c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertenu atas penugasan 

Menteri; 

d. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi aras pelaksanaan 

urusan di bidang pengawasan; 

e. Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan 

Kementerian; 

f. Pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan 

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri. 

 

2. Sekretariat Kementerian 

Sekretariat Kementerian mempunyai tugas melaksanakan 

koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan 
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administrasi kepada seluruh unit organisasi di Kementerian. Pada 

pelaksanaan tugasnya, Sekretariat Kementerian melaksanakan 

beberapa fungsi, yaitu: 

a. Koordinasi kegiatan Kementerian; 

b. Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran 

Kementerian; 

c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi 

ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, 

kerjasama, komunikasi publik, arsip, dan dokumentasi 

Kementerian; 

d. Pembinaan dan penataan organisasi dan tatalaksana; 

e. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta 

pelaksanaan advokasi hukum; 

f. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan Negara dan 

pelayan pengadaan barang/jasa; dan 

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri. 

 

3. Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata 

Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata 

memiliki tugas penyiapan perumusan dan koordinasi pelaksanaan 

kebijakan bidang pengembangan destinasi wisata budaya, alam, dan 

buatan serta peningkatan daya saing industri pariwisata. Dalam 
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pelaksanaan tugasnya, fungsi yang dilakukan Deputi Bidang 

Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata adalah: 

a. Penyiapan perumusan kenijakan di bidang pengembangan 

infrastruktur dan ekosistem, pengembangan destinasi wisata 

budaya, alam, dan buatan, industri pariwisata, tata kelola 

destinasi dan pemberdayaan masyarakat; 

b. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, pemantauan, 

evaluasi, pelaporan dan analisis kegiatann di bidang 

pengembangn infrastruktur dan ekosistem,  pengembangan 

destinasi wisata budaya, alam, dan buatan, industri pariwisata, 

tata kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat; 

c. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang 

pengembangan infrastruktur dan ekosistem, pengembangan 

destinasi wisata budaya, alam, dan buatan, industri pariwisata, 

tata kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat; 

d. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan dan perintisan 

daya tarik wisata dalam rangka pertumbuhan destinasi pariwisata 

nasional dan pengembangan daerah serta peningkatan kualitas 

daya saing pariwisata; 

e. Pelaksanaan administrasi Deputi Bidang Pengembangan 

Destinasi dan Industri Pariwisata; 
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f. Penyusunan norma, standard,prosedur dan kriteria di bidang 

pengembangan infrastruktur dan ekosistem, pengembangan 

destinasi wisata budaya, alam, dan buatan, industri pariwisata, 

tata kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat; 

g. Pelaksanaan bimbingann teknis dan supervisi di bidang 

pengembangan infrastruktur dan ekosistem, pengembangan 

destinasi wisata budaya alam, dan buatan, industri pariwisata, tata 

kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat; 

h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan 

infrastruktur dan ekosistem, pengembangan destinasi wisata 

budaya alam, dan uatan, industri pariwisata, tata kelola destinasi 

dan pemberdayaan masyarakat; dan 

i. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. 

 

4. Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Mancanegara 

Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata 

Mancanegara mempunyai tugas penyiapan perumusan dan koordinasi 

pelaksanaan kebijakan dan strategi pemasaran pariwisata 

mancanegara. Pelaksanaan tugas Deputi Bidang Pengembangan 

Pemasaran Pariwisata Mancanegara dilakukan dengan menjalankan 

fungsi: 
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a. Penyiapan perumusan kebijakan dan strategi pemasaran pariwisaa 

mancanegara berdasarkan area serta peningkatan kerjasama 

internasional; 

b. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, pemantauan, 

evaluasi, pelaporan, dan analisis kegiatann di bidang pemasara 

pariwisata mancanegara berdasarkan area serta peningktan 

kerjasama internasional; 

c. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang 

pemasaran pariwisata mancanegara berdasarkan area peningkatan 

kerjasama internasional; 

d. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang 

pengembangan pemasaran pariwisata mancanegara; 

e. Pemberian bimbingann teknis dan supervisi di bidang pemasaran 

pariwisaa mancanegara berdasarkan area serta peningkatan 

kerjasama internasional; 

f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemasaran 

pariwisata mancanegara berdasarkan area serta peningkatan 

kerjasama internasional; 

g. Pelaksanaan administrasi Deputi Bidang Pengembangan 

Pemasaran Pariwisata Mancanegara; dan 

h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri. 
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5. Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Nusantara 

Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Nusantara 

memiliki tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, 

koordinasi pelaksanaan kebijakan pemasaran pariwisata nusantara 

berdasarkan segmen pasar personal, bisnis, dan pemerintah. Deputi 

Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Nusantara 

melaksanakan tugasnya dengan menjalankan fungsi: 

a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang program dan strategi 

pemasaran, analisis data pasar, pengembangan segmen pasar 

personal, bisnis, dan pemerintah, serta pengembangan 

komunikasi pemasaran pariwisata nusantara; 

b. Penyiapan bahan penyusunan rancana dan program, pemantauan, 

evalusai, pelaporan, dan analisis kegiatann di bidang program dan 

strategi pemasaran, analisis data pasar, pengembangan segmen 

pasar personal, bisnis, dan pemerintah, serta pengembangan 

komunikasi pemasaran pariwisata nusantara; 

c. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksnaan kebijakan di bidang 

program dan strategi pemasaran, analisis data pasar, 

pengembangan segmen pasar personal, bisnis, dan pemerintah, 

serta pengembangan komunikasi pemasaran pariwisata nusantara; 

d. Penyusunan norma, standard, prosedur, dan kriteria di bidang 

program dan strategi pemasaran, analisis data pasar, 
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pengembangan segmen pasar personal, bisnis, dan pemerintah, 

serta pengembangan komunikasi pemasaran pariwisata nusantara; 

e. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang program 

dan strategi pemasaran, analisis data pasar, pengembangan 

segmen pasar personal, bisnis, dan pemerintah, serta 

pengembangan komunikasi pemasaran pariwisata nusantara; 

f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang program dan 

strategi pemasaran, analisis data pasar, pengembangan segmen 

pasar personal, bisnis, dan pemerintah, serta pengembangan 

komunikasi pemasaran pariwisata nusantara; 

g. Pelaksanaan administrasi Deputi Bidang Pengembangan 

Pemasaran Pariwisata Nusantara; dan 

h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri. 

 

6. Deputi Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan 

Deputi Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan 

memiliki tugas penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan 

pelaksanaan kebijakan di bidang program pengembangan hubungan 

kelembagaan kepariwisataan, penelitian dan pengembangan 

hubungan kelembagaan kepariwisataan, penelitian dan 

pengembangan kebijakan kepariwisataan, pengembangan sumber 

daya manusia kepariwisataan, pengembangan sumber dya manusia 
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aparatur serta pengendalian transformasi. Dalam melaksanakan tugas, 

Deputi Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan 

menyelenggarakan fungsi: 

a. Penyiapan dan perumusan kebijakan di bidang program 

pengembangan   hubungan kelembagaan kepariwisataan, 

penelitian dan pengembangan kebijakan kepariwisataan, 

pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan, 

pengembangan sumber daya manusia aparatur serta 

pengendalian transformasi; 

b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang 

program pengembangan hubungan kelembagaan kepariwisataan, 

penelitian dan pengembangan kebijakan kepariwisataan, 

pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan, dan 

pengembangan sumber daya manusia aparatur serta 

pengendalian transformasi; 

c. Pelaksana bimbingann teknis dan supervisi atas pelaksanaan 

urusan di bidang program pengembangan hubungan 

kelembagaan kepariwisataan, penelitian dan pengembangan 

kebijakan kepariwisataan, pengembangan sumber daya manusia 

kepariwisataan, dan pengembangan sumber daya manusia 

aparatur serta pengendalian transformasi; 

d. Pelaksanaan hubungan kelembagaan kepariwisataan; 
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e. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan kebijakan 

keparisataan; 

f. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia 

kepariwisataan; 

g. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia aparatur; 

h. Pelaksanaan pengendalian transformasi; 

i. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang 

program pengembangan hubungan kelembagaan kepariwisataan, 

penelitian dan pengembangan kebijakan kepariwisataan, 

pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan, dan 

pengembangan sumber daya manusia aparatur serta 

pengendalian transformasi; 

j. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang program 

pengembangan hubungan kelembagaan kepariwisataan, 

penelitian dan pengembangan kebijakan kepariwisataan, 

pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan, dan 

pengembangan sumber daya manusia aparatur serta 

pengendalian transformasi; 

k. Pelaksanaan administrasi Deputi Bidang Pengembangan 

Kelembgaan Kepariwisataan; dan 

l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri. 
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       Deputi Pengembangan Pemasaran Pariwisata Mancanegara sendiri memiliki 

beberapa asisten deputi. Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata 

Mancanegara terdiri dari Sekretariat Deputi, beberapa staff ahli, dan lima asisten 

deputi. Asisten deputi yang kemudian disingkat Asdep tersebut adalah Asdep 

Strategi Pemasaran Pariwisana Mancanegara, Asdep Pengembangan 

Komunikasi Pemasaran Pariwisata Mancanegara, Asdep Pengembangan Pasar 

Asia Tenggara, Asdep Pengembangan Pasar Asia Pasifik, dan Asdep 

Pengembangan Pasar Eropa, Timur Tengah, Amerika Dan Afrika. Struktur 

Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Mancanegara dapat dilihat 

di lampiran 4. 

 Pada struktur Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata 

Mancanegara terdapat Sekretariat Deputi yang memiliki tugas memberikan 

pelayanan teknis administrative kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan 

Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Mancanegara. Struktur 

Sekretariat Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Mancanegara 

dapat dilihat di lampiran 5. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat 

Deputi dibagi menjadi tiga bagian, yaitu Bagian Perencanaan dan Keuangan, 

Bagian Kepegawaian, Hukum, dan Umum, dan Kelompok Jabatan Fungsional. 

Bagian Perencanaan dan Keuangan sendiri memiliki tugas melaksanakan 

penyusunan rencana program dan penganggaran, pembinaan, pengoordinasian, 

pengelolaan pelaksanaan anggaran, perbendaharaan dan akuntansi di lingkungan 

Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Mancanegara. Dalam 
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melaksanakan tugas tersebut, Bagian Keuangan dan Perencanaan dibagi menjadi 

dua bagian, yaitu Subbagian Perencanaan dan Subbagian Keuangan. Subbagian 

Keuangan mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengoordinasian, 

pengelolaan pelaksanaan anggaran, perbendaharaan dan akuntansi di lingkungan 

Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Mancanegara. 

 

C. Kegiatan Umum Kementerian Pariwisata 

       Tugas umum Kementerian Pariwisata dituangkan dalam Peraturan Menteri 

Parwisata Republik Indonesia No.6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Kementerian Pariwisata. Kementerian Pariwisata, sebagaimana dituliskan 

pada pasal 2, memiliki tugas sebagai peyelenggara urusan pemeritah di bidang 

kepariwisataan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan 

pemerintahan negara. Dalam pelaksanaan tugasnya, Kementerian Pariwisata 

dipimpin oleh seorang Menteri yang bertanggung jawab kepada Presiden. 

       Sedangkan pasal 3 menjelaskan tentang fungsi yang dijalankan Kementerian 

Pariwisata dalam melaksanakan tugasnya. Fungsi yang dimaksud adalah: 

1. Perumusan dan penetapapan kebijakan di bidang pengembangan 

destinasi dan industri pariwisata, pengembangan pemasaran 

pariwisata mancanegara, pengembangan pemasaran pariwisata 

nusantara, dan pengembangan kelembagaan pariwisata; 
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2. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanan kebijakan di bidang 

pengembangan destinasi dan industri pariwisata, pengembangan 

pemasaran pariwisata mancanegara, pengembangan pemasaran 

pariwisata nusantara, dan pengembangan kelembagaan 

kepariwisataan; 

3. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan dan perintisan daya 

tarik wisata dalam rangka pertumbuhan destinasi pariwisata nasional 

dan pengembangan daerah serta peningkatan kualitas dan daya saing 

pariwisata; 

4. Pelaksanaan bimbingann teknis dan supervisi atas pelaksanaan 

urusan pemerintahan di bidang pepengembangan destinasi dan 

industri pariwisata, pengembangan pemasaran pariwisata 

mancanegara, pengembangan pemasaran pariwisata nusantara, dan 

pengembangan kelembagaan kepariwisataan; 

5. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan 

Kementerian Pariwisata; 

6. Pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung 

jawab Kementarian Pariwisata; dan 

7. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian 

Parwisata. 

       Kegiatan umum yang dilaksanakan oleh Kementerian Pariwisata, khususnya 

Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Mancanegara adalah 
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kegiatann yang dapat mendongkrak nilai pariwisata Indonesia bagi pihak luar 

Indonesia. Pada pelaksanaannya, biasanya Deputi Bidang Pengembangan 

Pemasaran Pariwisata Mancanegara mengadakan berbagai pameran dengan 

membawa ciri khas Indonesia, baik kebudayaan maupun makanan. Pengadaan 

jasa lain seperti pemasangan baliho serta alat-alat promosi lainnya juga 

dilakukan. Selain itu, Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata 

Mancanegara juga melaksanakan Field Trip, yaitu kegiatan yang diadakan pihak 

Kementerian dengan mengundang beberapa perwakilan media luar negeri untuk 

merasakan liburan di Indonesia. 
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BAB III 

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

 

A. Bidang Kerja 

       Selama pelaksanaan PKL Praktikan diberikan beberapa tugas yang sifatnya 

kontinu. Praktikan harus mampu memahami alur pekerjaan serta dokumen yang 

digunakan selama PKL. Praktikan dituntut untuk dapat memiliki ketelitian dan 

pemahaman yang cukup dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan. 

       Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Mancanegara 

memiliki Sekretariat Deputi yang bertugas memberikan pelayanan teknis 

administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Deputi Bidang 

Pengembangan Pemasaran Pariwisata Mancanegara. Sekretariat Deputi sendiri 

kemudian dibagi menjadi beberapa Bagian, yaitu: 

a. Bagian Perencanaan dan Keuangan; 

b. Bagian Kepegawaian, Hukum dan Umum; dan 

c. Kelompok Jabatan Fungsional. 

       Pada pelaksanaannya, Praktikan ditempatkan di Subbagian keuangan 

Sekretariat Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Mancanegara. 
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Subbagian keuangan dan perencaaan dipimpin oleh Bapak Budi Susilo 

sedangkan Subbagian keuangan dikepalai oleh Ibu Wiwik Indrawati. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata No 6 Tahun 2015 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata, Bagian Perencanaan dan 

Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program dan 

penganggaran, pembinaan, pengoordinasian, pengelolaan pelaksanaan anggaran, 

perbendaharaan dan akuntansi di lingkungan Deputi Bidang Pengembangan 

Pemasaran Pariwisata Mancanegara. Sedangkan Subbagian Keuangan 

mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengoordinasian, pengelolaan 

pelaksanaan anggaran, perbendaharaan dan akuntansi di lingkungan Deputi 

Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Mancanegara. 

Berikut tugas yang diberikan kepada Praktikan selama pelaksanaan PKL: 

1. Melakukan input uang makan pegawai di Aplikasi Gaji PNS Pusat 

2. Melakukan input dokumen pencairan dana Langsung/Uang Pengganti 

(LS/UP) 

3. Memproses dokumen pencairan dana LS/UP  

4. Membuat Surat Pengantar SPM 

5. Mengarsipkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 
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B. Pelaksanaan PKL 

Dalam pelaksanaan kerja di Subbagian Keuangan Sekretariat Deputi 

Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Mancanegara, Praktikan harus 

memahami alur kerja yang digunakan dan memahami  berkas-berkas yang akan 

digunakan selama PKL. Praktikan dituntut memiliki ketelitian dan pemahaman 

yang cukup dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan.   

       Praktikan memulai kegiatan PKL pada tanggal 11 Juli 2016 hingga 16 

September 2016. Di setiap Praktikan akan melaksanakan tugas baru, Praktikan 

dibimbing terlebih dahulu sebelumnya oleh para pegawai maupun kepala bagian 

keuangan. 

       Berikut tugas-tugas yang diberikan kepada Praktikan selama melakukan 

kegiatan PKL di Subbagian Keuangan Sekretariat Deputi Bidang Pengembangan 

Pemasaran Pariwisata Mancanegara: 

 

1. Melakukan input data uang makan pegawai di Aplikasi Gaji PNS Pusat 

(GPP) 

Salah satu tugas Subbagian keuangan Sekretariat Deputi Perencanaan 

Pemasaran Pariwisata Mancanegara adalah melakukan update terhadap upah 

yang diterima pegawai baik itu gaji, tunjangan kinerja, maupun uang makan 

yang kemudian akan diserahkan kepada bagian keuangan Sekretariat 

Kementerian untuk diproses lebih lanjut. Salah satu yang rutin dilakukan tiap 

bulan adalah proses input uang makan di aplikasi GPP. 
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Dalam bidang kerja ini, Praktikan harus memastikan data hadir karyawan 

yang dicetak oleh bagian Tata Usaha cocok dengan yang dilampirkan oleh 

bagian kepegawaian sebelum melakukan input ke sistem. Dokumen yang 

diberikan berisikan nama pegawai, jumlah hari kerja pada bulan yang 

bersangkutan, keterangan hadir pegawai dan jumlah hari pegawai berhak 

mendapatkan uang makan. Hasil kerja Praktikan dapat dillihat di lampiran 11. 

Langkah yang ditempuh Praktikan dalam melakukan input uang makan di 

aplikasi adalah: 

1. Praktikan memulai dengan melakukan perhitungan jumlah hadir 

karyawan dari dokumen sumber yang diberikan oleh bagian 

Kepegawaian. Hasil hitungan Praktikan kemudian dicocokkan dengan 

isi kolom terakhir data yang merupakan jumlah hadir karyawan versi 

bagian kepegawaian. Kode diluar DL (Dinas Luar), PD (Pendidikan), I 

(Izin), CT (Cuti), S (Sakit), dan TK (Tanpa Keterangan) dihitung 

sebagai hadir. Apabila terdapat selisih. Selisih yang dimaksudkan 

adalah angka yang tertera pada jumlah hadir berbeda dengan hitungan 

praktikan. Misalnya pada kolom jumlah hadir tertera 14 hari sedangkan 

pada hitungan praktikan hanya 13 hari. Praktikan harus terlebih dahulu 

melakukan konfirmasi kepada bagian kepegawaian sebelum 

melanjutkan ke langkah berikutnya.  
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2. Setelah memastikan seluruh data benar, Praktikan membuka software 

Aplikasi GPP dan melakukan log in dengan memasukkan username dan 

password. 

3. Apabila log in sukses, maka laman GPP akan menampilkan halaman 

awal yang menampilkan beberapa pilihan bar. Klik pilihan Tambahan 

kemudian klik Uang Makan. 

4. Langkah berikutnya adalah mengisi kolom tanggal dengan tanggal pada 

hari pengisian uang makan dan mengisi bulan pembayaran uang makan. 

Selanjutnya masukkan jumlah hari kerja pada bulan pembayaran uang 

makan. 

5. Laman GPP akan menampilkan seluruh nama PNS Deputi Perencanaan 

Pemasaran Pariwisata Mancanegara. Masukkan nama pegawai yang 

akan diproses pada kolom Mencari di bagian bawah laman. 

6. Setelah nama pegawai muncul, edit jumlah hadir pegawai sesuai data 

yang telah diproses sebelumnya. Klik pada kolom proses hingga 

menampilkan ceklis hijau. 

7. Setelah seluruh daftar hadir pegawai diproses, klik proses kemudian klik 

simpan. Data tersebut akan tersimpan di sistem. Kemudian bagian 

keuangan akan mencetak laporan dari sistem untuk diserahkan ke bagian 

keuangan Sekretariat Kementerian. 
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2. Melakukan input Dokumen Pencairan Dana Langsung/Uang Pengganti 

(LS/UP) 

Proses pencairan dana di kementerian dilakukan lewat Subbagian keuangan 

masing-masing deputi dengan memberikan dokumen laporan 

pertanggungjawaban dari kegiatan yang akan dicairkan dananya. Ranah kerja ini 

dimaksudkan untuk mengontrol seluruh dokumen yang masuk ke Subbagian 

keuangan sekaligus sebagai arsip. 

Ranah kerja yang Praktikan lakukan dimulai sejak asisten duputi 

memberikan dokumen. Hasil kerja Praktikan pada pekerjaan ini dapat dilihat 

pada Lampiran 12. Langkah yang dilakukan oleh Praktikan adalah: 

1. Menerima map berisi dokumen dari masing-masing asisten deputi dan 

memastikan bahwa tanggal nota dinas tidak lebih dari 5 hari dari tanggal 

penerimaan dokumen. Apabila tanggal melebihi hari yang ditentukan, 

maka nota dinas harus diproses ulang. Pembatasan ini dilakukan agar 

seluruh nota dinas segera diproses dan tidak terlalu lama berada di 

masing-masing asisten deputi. Praktikan juga menandatangani buku 

ekspedisi milik masing-masing asisten deputi sebagai tanda bahwa 

dokumen sudah diterima oleh Subbagian keuangan. 

2. Kemudian Praktikan mencatat tanggal dan jam masuk dokumen di 

bagian depan map dokumen sebagai kontrol masuknya dokumen. 
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3. Berikutnya Praktikan akan membuka Microsoft Excel yang berisi daftar 

nota dinas. 

4. Langkah berikutnya adalah memasukkan data sesuai dengan kolom yang 

tertera di Microsoft Excel. Seluruh data diambil dari lembar SPM. 

5. Setelah seluruh informasi diinput, kemudian Praktikan menyelipkan 

lembar koreksi ke map dokumen yang akan digunakan untuk mencatat 

koreksi dokumen pada tahap berikutnya. 

 

3. Memproses dokumen pencairan dana LS/UP 

Salah satu tugas yang diemban oleh Subbagian keuangan adalah 

memroses dokumen pengajuan pencairan dana ke KPPN. KPPN adalah 

singkatan dari Kantor Pusat Perbendahaan Negara yang merupakan instansi 

vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal 

Perbendaharaan. Ranah kerja Praktikan dimulai dari menerima dokumen 

pertanggungjawaban dari seluruh asisten deputi hingga memastikan bahwa 

seluruh dokumen layak untuk dibawa ke KPPN. KPPN Kementerian Pariwisata 

adalah KPPN VI.  Hasil pekerjaan Praktikan dapat dilihat di lampiran 11. 

Runtutan pekerjaan Praktikan dalam tahap ini adalah: 

1. Menerima dokumen dari setiap Asisten Deputi (Asdep). Setiap dokumen 

tersebut kemudian digolongkan ke masing-masing Asisten Deputi. 
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Penggolongan tersebut dilakukan dengan memisahkan dokumen tersebut 

berdasarkan warna mapnya. Pembagiannya adalah: 

a. Merah: Sekretariat Deputi 

b. Biru: Asisten Deputi Strategi Pemasaran Pariwisata Mancanegara 

c. Coklat: Asisten Deputi Pengembangan Komunikasi Pemasaran 

Mancanegara 

d. Hijau: Asisten Deputi Pengembangan Pasar Asia Tenggara 

e. Kuning: Asisten Deputi Pengembangan Pasar Asia Pasifik 

f. Orange: Asisten Deputi Pengembangan Pasar Eropa, Timur 

Tengah, dan Amerika dan Afrika 

2. Dokumen tersebut kemudian diserahkan kepada kepala bagian keuangan 

untuk didistribusikan kepada Person In Charge (PIC) masing-masing 

asdep untuk diuji. 

3. Setelah masing-masing PIC asdep selesai menguji dokumen, dokumen 

akan diserahkan kembali ke ruang staf keuangan untuk diproses ke tahap 

berikutnya. 

4. Setelah menerima dokumen tersebut, bagian keuangan akan 

mendaftarkan dokumen tersebut ke aplikasi SAIBA yang kemudian 

menghasilkan Surat Perintah Membayar (SPM). SPM adalah dokumen 

yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran 

atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber 

dari DIPA. 
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5. Lembar SPM kemudian harus ditandatangani oleh Pejabat Penanda 

Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dan dibubuhi cap 

Kementerian Pariwisata. Selain itu Praktikan juga harus memastikan 

bahwa dokumen yang harus dibawa sudah sesuai. Kesesuaian tersebut 

antara lain: 

a. Pada lembar SSP, jumlah terbilang sesuai dengan angka jumlah 

pembayaran 

b. Lembar SSP sudah ditandatangani oleh bendahara pengeluaran 

dan PPSPM 

c. Kode pajak yang tertera sesuai dengan uraian pembayaran 

d. Kode akun pajak dan jumlah pembayaran pajak yang tertera pada 

SPM sudah sesuai dengan SSP yang terlampir 

6. Berikutnya Praktikan akan melakukan set terhadap dokumen yang akan 

dibawa ke KPPN. Set dokumen tersebut meliputi lembar SPM, dokumen 

Nomor Registrasi Kontrak (NRK), Kartu Pengawasan Kontrak, Register 

Data Realisasi Kontrak, dan lembar Surat Setoran Pajak (SSP). 

7. Langkah terakhir adalah inject dokumen SPM. Dalam lembar SPM 

terdapat barcode yang selanjutnya akan di-inject untuk memastikan 

bahwa seluruh proses pendaftaran telah berhasil dan SPM tersebut dapat 

dibawa ke KPPN keesokan harinya. 
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4. Membuat surat pengantar SPM 

       Dalam memproses SPM, Subbagian keuangan membuat arsip tersendiri 

untuk memonitor keluarnya SPM dari Subbagian keuangan ke KPPN. 

Pembuatan dokumen ini dimaksudkan pula untuk mempermudah proses 

pencairan dana di KPPN. Dengan adanya dokumen ini, pihak KPPN akan 

mudah untuk melihat dan memantau dokumen apa saja yang masuk pada waktu 

tersebut. Hasil kerja Praktikan dapat dilihat di lampiran 14. 

        Ranah kerja Praktikan dimulai sejak Praktikan menerima dokumen sumber 

berupa lembar SPM hingga mencetak surat pengantar. Langkah yang ditempuh 

Praktikan pada perkerjaan kali ini adalah sebagai berikut: 

1. Praktikan menerima dokumen sumber berupa lembar SPM. Sebelum 

diinput, Praktikan harus terlebih dahulu memisahkan SPM seuai dengan 

jenisnya. Pemisahan tersebut adalah: 

a. LSB (Langsung Bendahara): artinya dana akan diterima oleh 

Bendahara Pengeluaran Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran 

Pariwisata Mancanegara 

b. GUP (Ganti Uang Persediaan): artinya dana akan diterima sebagai 

kas kecil untuk persediaan masing-masing asisten deputi. 

c. LSNK (Langsung Non Kontrak): artinya dana akan diterima oleh 

rekening pihak ketiga. Transaksi dengan pihak ketiga dilakukan 

tanpa kontrak dengan nilai dibawah Rp 50.000.000.- 
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d. LSK (Langsung Kontrak) : artinya dana akan diterima oleh rekening 

pihak ketiga. Transaksi dilakukan dengan kontrak dengan nilai 

diatas Rp 50.000.000. 

2. Setelah dipisah menurut jenisnya, SPM tersebut kemudian diurutkan dari 

nomor terkecil hingga terbesar. Pengurutan ini dimaksudnkan untuk 

mempermudah proses pencarian dokumen nantinya. 

3. Kemudian Praktikan membuka dokumen Microsoft Excel yang berisi 

data surat pengantar SPM. 

4. Selanjutnya Praktikan mengisi nomor surat pengantar SPM sesuai 

dengan urutan dari surat sebelumnya, mengisi tanggal hari tersebut, dan 

mengisi seluruh kolom dengan data dari SPM hingga seluruh SPM 

tercatat. 

5. Setelah semua SPM tercatat dalam surat pengantar, Praktikan kemudian 

mencetak surat pengantar SPM, lalu meminta tandatangan PPSPM, 

membubuhkan cap Kementerian Pariwisata, dan menaruhnya dalam set 

dokumen yang akan dibawa ke KPPN. 

 

5. Mengarsipkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 

       Proses pencairan dana oleh KPPN terhadap SPM yang didaftarkan oleh 

Satuan Kerja biasanya memakan waktu 2 hari apabila tidak terjadi penolakan. 

Setelah dua hari tersebut akan diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 

oleh KPPN. SP2D adalah surat yang dipergunakan untuk mencairkan dana lewat 
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bank yang ditunjuk setelah SPM diterima oleh Bendahara Umum Negara 

(BUN). SP2D bersifat spesifik, artinya satu SP2D hanya dibuat untuk satu SPM 

saja. 

       Setelah SP2D diterbitkan, KPPN akan mengirimkan Laporan Daftra SP2D 

Satker ke email bagian keuangan Deputi Bidang Pengembanagan Pemasaran 

Pariwisata Mancanegara. Selain itu, KPPN juga akan mengembalikan berkas 

SPM serta SSP arsip untuk wajib pajak sebagai dokumen yang harus diarsip 

oleh Wajib Pajak. Hasil kerja Praktikan pada ranah ini dapat dilihat pada 

lampiran 13. Sedangkan langkah kerja yang Praktikan laksanakan adalah sebgai 

berikut: 

1. Praktikan menerima dokumen sumber berupa lembar SPM dan lembar 

Laporan Daftar SP2D Satker. 

2. Selanjutnya Praktikan mengelompokkan data SPM yang merupakan 

golongan LSNK dan LSK dengan membulatkan angka urut SPM 

tersebut. Hal ini dilakukan untuk mempermudah proses pengarsipan. 

Karena yang diarsipkan hanyalah SPM yang berhubungan dengan pihak 

ketiga. 

3. Langkah berikutnya adalah mengurutkan lembar SPM sesuai tanggal dan 

dari nomor terkecil. 

4. Kemudian Praktikan akan mencari nomor SPM yang ada dengan nomor 

SPM pada lembar Laporan Daftar SP2D Satker. Apabila ada maka 
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nomor SPM akan ditandai dengan menggunakan stabilo dan lembar 

SPMnya dipisahkan. Apabila terdapat data SPM pada lembar Laporan 

Daftar SP2D Satker yang tidak ada lembar SPMnya, maka Praktikan 

akan melaporkannya ke staf keuangan untuk diproses lebih lanjut. 

5. Setelah seluruh lembar SPM ditandai di Laporan Daftar SP2D Satker, 

Praktikan akan menggandakan Laporan Daftar SP2D Satker. Kedua 

rangkap laporan tersebut kemudian disetorkan kepada Bendahara 

Pengeluaran Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata 

Mancanegara untuk ditandatangani. Kemudian seluruh dokumen SPM 

dan lembar Laporan Daftar SP2D Satker yang asli akan diserahkan 

kepada Bendahara Pengeluaran, sedangkan lembar salinannya diletakkan 

di map arsip SP2D. 

 

C. Kendala yang dihadapi 

       Pada pelaksanaan PKL di Subbagian Keuangan Deputi Bidang 

Pengembangan Pemasaran Pariwisata Mancanegara, Praktikan sering menemui 

kendala yang menghambat kerja Praktikan. Kendala tersebut dapat berasal dari 

kelalaian manusia maupun sistem. 

Adapun kendala yang dihdapi oleh Praktikan selama PKL adalah: 

1. Masih terdapat dokumen yang belum lengkap akibat kelalaian pegawai 

pada saat memroses dokumen pengajuan LS/UP. 
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2. Proses penandatanganan SPM terhambat karena Pejabat Penandatangan 

Surat Perintah Membayar (PPSPM) tidak berada di kantor sehingga 

proses tersebut tidak dapat diselesaikan pada hari yang bersangkutan dan 

dokumen kelengkapan dapat tidak bias diantar keesokan harinya 

3. Praktikan sempat beberapa kali harus mengulang pekerjaan input uang 

makan karena tidak terbiasa menggunakan aplikasi yang tersedia serta 

buruknya koneksi internet di lingkungan kerja sehingga menghambat 

beberapa proses kerja. 

 

D. Cara mengatasi masalah 

       Kendala-kendala diatas berusaha diminimalisir oleh Praktikan agar tidak 

terus menerus mengganggu jalannya PKL. Adapun langkah yang Praktikan 

lakukan untuk meminimalisir kendala tersebut adalah: 

1. Segera menghubungi bagian asisten deputi yang bersangkutan agar 

dokumen yang tidak lengkap segera dilengkapi. 

2. Menghubungi staf keuangan yang berwenang untuk mengingatkan 

PPSPM terhait SPM yang harus beliau tandatangani agar dapat segera 

diproses keesokan harinya sehingga dapat tepat waktu untuk diantar ke 

KPPN. 

3. Praktikan berkomunikasi dengan mentor untuk memahami proses yang 

harus dilakukan. Praktikan juga mencatat langkah-langkah yang harus 
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dilakukan serta berhati-hati dalam menjalankan langkah-langkah kerja di 

aplikasi GPP. 

4. Memastikan bahwa koneksi sedang baik ketika akan melakukan 

pekerjaan. Apabila koneksi sedang buruk, Praktikan akan mencari sistem 

lain yang koneksi internetnya baik dan melakukan tugas di sistem 

tersebut. Tak lupa Praktikan melaporkan keadaan tersebut kepada mentor 

agar segera ditindak. 
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BAB IV 

KESIMPULAN 

 

A. Kesimpulan 

Dalam melaksanakan PKL di Subbagian Keuangan Deputi Bidang 

Pengembangan Pemasaran Pariwisata Mancanegara, Praktikan dapat mengambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Praktikan telah diberi kesempatan untuk membantu di Subbagian Keuangan. 

Selama PKL, Praktikan dapat mengaplikasikan ilmu akuntansi yang 

Praktikan dapatkan pada masa kuliah maupun mendapatkan banyak ilmu 

baru yang tidak didapat Praktikan di masa kuliah serta dapat  mengetahui 

bagaimana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara digunakan serta proses 

dibaliknya. 

2. Praktikan dapat mempelajari bagaimana kehidupan di lingkungan kerja. 

Praktikan belajar bagaimana cara menghadapi orang dari berbagai kalangan 

usia maupun latar belakang dengan karakteristik yang berbeda. Praktikan 

sadar bahwa ilmu yang Praktikan miliki masih jauh dari sempurna, Praktikan 

harus terus belajar dan menambah ilmu. Dengan PKL, Praktikan dapat 

melakukan evaluasi baik untuk softskill ataupun hardskill yang dibutuhkan 
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mahasiswa yang nantinya akan terjun ke lingkungan kerja yang 

sesungguhnya. 

B. Saran 

      Berdasarkan PKL yang telah dilakukan oleh Praktikan, Prakikan 

memberikan beberapa masukan yang diharap dapat berguna bagi pihak-pihak 

yang bersangkutan. Beberapa masukan tersebut adalah:  

1. Bagi Praktikan Lain  

a. Sebelum melaksanakan PKL, baiknya memperluas ilmu dan pengetahuan 

dibidangnya. Calon Praktikan juga dapat memelajari latar belakang 

institusi tempat PKL untuk mengetahui kerja dan fungsinya.  

b. Attitude perlu diperhatikan terhadap pekerjaan dan selalu berniat menjaga 

nama almamater Universitas Negeri Jakarta. 

 

2. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta  

a. Pengarahan pra-PKL penting didapatkan oleh mahasiswa yang hendak 

melaksanakan PKL. Sehingga mahasiswa tersebut mengerti mengenai apa 

saja hal-hal yang harus mereka lakukan dan lebih kompeten dibanding 

mahasiswa universitas lain.  

b. Untuk tahun berikutnya, diharapkan jurusan akuntansi dapat mengatur 

waktu pelaksanaan sidang PKL yang berdekatan dengan waktu selesainya 

PKL. Hal tersebut dimaksudkan untuk menjaga informasi-informasi 

selama PKL dapat Praktikan sebutkan secara baik dan benar. 
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3. Bagi Subbagian Keuangan Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran 

Pariwsata Mancanegara 

a. Pihak Subbagian Keuangan ada baiknya memberikan kesempatan kepada 

praktikan lain untuk menggunakan aplikasi lain seperti Sistem Aplikasi 

Satker (SAS) maupun Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual 

(SAIBA). 

b. Terus meningkatkan kedisiplinan para pegawai yang bekerja di Deputi 

Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Mancanegara Kementerian 

Pariwisata Republik Indonesia. 

c. PIC masing-masing Asdep hendaknya lebih teliti dalam memeriksa 

dokumen pelengkap pencairan dana karena masih sering didapati 

dokumen tidak lengkap. 
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Lampiran 1 : Surat Permohonan PKL 
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Lampiran 2 : Logo Kementerian Pariwisata 
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Lampiran 3 : Struktur Organisasi Kementerian Pariwisata 
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Lampiran 4 : Struktur Organisasi Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran 

Pariwisata Mancanegara  
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Lampiran 5 : Struktur Sekretariat Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran 

Pariwisara Mancanegara 
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Lampiran 6 : Kegiatan Harian PKL 
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Lampiran 7 : Daftar Hadir PKL
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Lampiran 8 : Penempatan PKL 
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Lampiran 9 : Penilaian PKL 
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Lampiran 10 : Sertifikat PKL 
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Pilih Tambahan, kemudian 

pilih Uang Makan 

Lampiran 11 : Proses input uang makan 

 

 

Jumlah hari yang tertera di kolom disesuaikan dengan jumlah kehadiran pada kolom-kolom 

sebelumnya 

 

 

Log in di aplikasi GPP 

dengan menggunakan 

username dan password 
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Apabila seluruh data 

sudah diproses, klik 

simpan terlebih dahulu, 

lalu klik proses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isi kolom tanggal dengan 

tanggal pengerjaan dan 

kolom bulan dengan 

bulan pembayaran uang 

makan. 

Isi kolom Jumlah hari 

hadir dengan total hari 

kerja pada bulan tersebut. 

Edit kolom Hadir dengan 

total kehadiran pegawai, 

kemudian cek kotak di 

kolom proses. 
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Lampiran 12 : Proses pengajuan dokumen LS/UP 

1. Surat Perintah Membayar (2 rangkap; bagian paling depan dan bagian paling belakang) 

 

 
 

2. Lembar Nomor Registrasi Kontrak 

 
 

3. Lembar Kartu Pengawasan Kontrak 

 



69 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Register Data Realisasi Kontrak 

 
5. Surat Setoran Pajak 
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Nomor SPM yang SPM nya sudah 

dikembalikan oleh KPPN di-stabilo 

Lampiran 13 : Input Dokumen LS/UP 

 

 

Lampiran 14: Proses pengarsipan SP2D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nomor yang akan 

dicocokkan dengan 

dokumen Laporan Daftar 

SP2D Satker 

Diverivikasi 

oleh bendahara 

pengeluaran 
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Lampiran 15: Pembuatan surat pengantar SPM 
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Lampiran16: Kartu Konsultasi Pembimbingan Penulisan PKL 
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